
 

 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO 

 PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 110 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan MengubahUndang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

PanjangDaerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 457); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor77 Tahun2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pemabentukan dan Susuran Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemabentukan dan 

Susuran Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); 

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 49); 

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021-2026; 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SIDOARJO 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 

dinas/badan daerah dalam memberikanpelayanan kepada 

masyarakatyang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. 
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7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif di wilayah kerjanya. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra Perangkat Daerahadalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen perencanaanbisnis dan penganggaran tahunan 

yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran 

BLUD.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan denganPeraturan Daerah. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan. 

18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan 

sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan tercapainya 

tujuan. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran.  

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerahuntuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam rangkamencapai hasil (outcome) suatu 

program. 

 

BAB II  

KEDUDUKAN RENSTRA BLUDUPT PUSKESMAS 

 

Pasal 2 

(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra dengan berpedoman 

pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan 

Tahun 2021-2026. 

(2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam 

penyusunan RBA dan Renja Dinas Kesehatan. 

 

BAB III 

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUDUPT 

PUSKESMAS 

 

Pasal 3 

(1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (1) memuat: 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategis dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

(2) Renstra BLUD UPTPuskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN;  

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS; 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS; 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN;  

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

DAN 

BAB VIII : PENUTUP 

 

(3) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) 

terdiri dari: 

a. Renstra UPT Puskesmas Tarik 

b. Renstra UPT Puskesmas Prambon 

c. Renstra UPT Puskesmas Krembung 

d. Renstra UPT Puskesmas Porong 

e. Renstra UPT Puskesmas Kedungsolo 

f. Renstra UPT Puskesmas Jabon 

g. Renstra UPT Puskesmas Tanggulangin 
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h. Renstra UPT Puskesmas Sidodadi 

i. Renstra UPT Puskesmas Candi 

j. Renstra UPT Puskesmas Tulangan 

k. Renstra UPT Puskesmas Kepadangan 

l. Renstra UPT Puskesmas Wonoayu 

m. Renstra UPT Puskesmas Sukodono 

n. Renstra UPT Puskesmas Sidoarjo 

o. Renstra UPT Puskesmas Urangagung 

p. Renstra UPT Puskesmas Sekardangan 

q. Renstra UPT Puskesmas Buduran 

r. Renstra UPT Puskesmas Sedati 

s. Renstra UPT Puskesmas Waru 

t. Renstra UPT Puskesmas Medaeng 

u. Renstra UPT Puskesmas Gedangan 

v. Renstra UPT Puskesmas Ganting 

w. Renstra UPT Puskesmas Taman 

x. Renstra UPT Puskesmas Trosobo 

y. Renstra UPT Puskesmas Krian 

z. Renstra UPT Puskesmas Barengkrajan 

aa. Renstra UPT Puskesmas Balongbendo 

bb. Renstra UPT Puskesmas Wonokasian 

cc. Renstra UPT Puskesmas Tarik 2 

dd. Renstra UPT Puskesmas Tambakrejo 

(4) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud padaayat 

(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  

RENSTRA BLUDUPT PUSKESMAS 

 

Pasal 4 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra UPT 

Puskesmasmencakup indikator kinerjaserta rencana program, 

kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, 

misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPT Puskesmas. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Kepala UPT Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi 

terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas. 

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan 

bahwa indikator kinerja BLUD UPT Puskesmas, rencana 

program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, 

misi, tujuan dansasaran Renstra BLUD UPT Puskesmas dan 

telah dilaksanakan melalui Renja Dinas Kesehatan. 
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Pasal 5 

(1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan 

adanya ketidaksesuaian, Kepala UPT Puskesmas melakukan 

tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(2) Kepala UPT Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 9 Desember2022 

 

BUPATI SIDOARJO,. 

 

ttd 

    

     

AHMAD MUHDLOR 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 9 Desember 2022 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 

                    ttd 
 

ANDJAR SURJADIANTO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 110 
 

 

NOREG PERBUP : 110 TAHUN 2022 
 

 


